
BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

KEPU f to8A1l SUPAn LAllPUB'O ULATAIf 
lIOMOR : B/30/VL02/HX/~19 

TERTAHG 

P&JmTAPAII PERP.A.1UAKGAJI KEDUA STATUS TARQGAP DAlWRAT 
PUAlIGA.'KAII ...CAIIA T8tJ1IANI DI KABUPATM LAIIPt1!IO ULATAlI 

BUPATJ LUlPUJIG 8£LATAH, 

Mentmban, : a.	 bahwa memperhatikan surat Badan Geologi Kementrian Energi 
dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 
4646/45/80[,,/2018 Tanggal 27 Desember 2018 perihal : 
Penin&katan StatuI Aktivita. Gunung AnakKrakatau dati Level 
n (Wasp8.da) menjacli Level ill (Siaga) dan sampei dengan 
berakhimya Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat 
Penanganan Bencana Tsunami yang berakhir pada tanggal 05 
Januari 2019••tatu. aktivitaa Ounung Anak Krakatu tetap 
pede. Level III (Siq\\) dan pen~l&tW1 polliWlisi masih 
d.iperlukan;	 ... 

b.	 bahwa berda.-rkan Keputusan Bupati Lampung Selatan 
Nomor : B/405/VI.02/HK/2018 tanggal 30 Deaember 
2018 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap 
Darorat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten 
Lampung Selatan berakhir pacta tanggal 05 Januari 2019; 

c.	 bahwa berdaearkan notulen rapat evaluasi situasi tanggap 
darurat penanpnan bencana tsunam! di Kabupeten Lampung 
Selatan NOmoI' : 15/Posko-TD/LS/2019 tanggal 05 Januari 
2019 J diperlukan tambahan periode operasi tanggap darurat; 

d.	 bahwa berdaurkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputuaan 
Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Perpanjangan 
Kedua Statua Tanggap Darurat Penanganan Bencana T.unami 
eli Kabupaten Lampung Selatan. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 t Undang­
Undana Nomor 5 Tahun 1956. Undana-Unda.ng Darurat Nomor 
6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daereh Tingkat II 
termasuk Kota Praja dalarn Lingkungan Daerah Tingkat I 
Sumatera Se1etan eebagai Undang-Undang; 

2. Undanl-l)nd~g Nomor 17 'rabun 2003 tenumg Keuangan 
Negara; 

3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Ne@.fa; 



lleut&plraD 

'CRATU 

KBDUA 

4.	 Undana-Undana Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Punt dan Pemerintahan Daerah; 

5.	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana; 

6.	 Undang..Undang Nomor 12 Tabun 2011 tent.a.ng Pembentukan 
Peraturan Penmdang-undangan; 

7.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: 

9. Perl.turan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanun dan Penlclolun Bmtuan Bencana; 

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 
Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai; 

11. Perat\tran Daerah	 Kabupaten LAmpung Selatan Nomor 08 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanpn 
Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tabun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung setatan: 

13. Peraturan Bupati Larnpung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 
tentang Penanggulangan Bencana; 

14. Peraturan	 Bupati Lampung SelAtan Nomor 16 Tabun 2011 
tentang Proeedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 

KlPUTU8AJf SUPATI LAllPUBO 8BLATAJf TBJfTAlfO 
PEJlBTAPAR PERPAlfJAlfGAJI KBDUA STATUS TAJIOGAP 
DARt1RAT PEJUBGABAIf BUCAJfA T8t1JfAJU DI KABVPATElf 
LAllPUJlO IEtATAJf. 

PerpanJangan Kedua Status Tanggap Darurat dalam rangka 
penangan.an darurat bencena tsunami di w:ila.yah Kabupaten 
Lampung Selatan; 

Perpa.njllflgan Status Tangap Darurat sebagaimana dimaksud 
DiktUm Keu.tu berlangaung telame. 14 (empe.t belAa) hari, 
terhitung &ejak UlnggaJ 06 Januarl sampai dengan tanggal 19 
.Januari 2019; 

Keputuaan iN mulAi barlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat 
diperpaI\iang atau diperpendek seauai dengan kebutuhan 
pelakaanaan penanganan darurat bencana dUapangan; 



KBBMPAT 

OLlIlA 

Segale. biaya yang timbul untuk penanganan bencana aelame 
perparijangan status tangpp dar'urat bencana tsunami eli 
Kabupaten Lampung Selatan dibebankan pada APBD, APBN serta 
sumber anggaran lain yang Ia.h dan tidak msngikat; 

Demikian Keputulan ini dibua.t lupaya dapat dipergunakQn 
eebapimana meatinya. 

Ditetapkan eli Kalianda 
pada tanggal 06 Januari 2019 

Plt. BUPATl LA.IIPtJJIO lD,lTAX, 

Tamlla ••", Yt1:I : 
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 
2. Kepala Badan Nujonal Penanggulangan Bencana Republik Indonesia; 
3. Gubemur Lampung; 
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinai Lampung; 

5. Perangkat Daerah jLembaga Terkait eli Provinsi Lampung; 

6. Ke~ DPRD Kabupaten Latnpung 8elatan; 
7. Kepala Badan Penanggulanpn ~nea.na Daerah Kabupaten Lampung 5elatan; 
8. Perangkat Daerah/Lembap Terkait di Kabupaten Lampung Selatan. 




